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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMANTAUAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka melaksanakan peran Pemerintah Daerah
dalam membantu dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan
penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupai
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat Il Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan
Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 789);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor
02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02};

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
08);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2020 Nomor 07);
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13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 12),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pedoman
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 22);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pelaksana Pemantauan Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. melakukan tugas pemantauan terhadap Pelaksanaan
Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 di wilayah
Kabupaten Tabalong sesuai ketentuan yang berlaku;

b. melakuan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait lainnya
terutama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa Kabupaten tabalong selaku Penyelenggara
Pemilihan Kepala Desa dan Camat pada masing-masing
wilayah yang dipantau; dan

¢. bertanggungjawab dan melaporkan semua hasil pemantauan
kepada Bupati Tabalong, Gubernur Kalimantan Selatan serta
Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kesatuan Bangsa
dan Politik Republik Indonesia.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung .
pada tanggal ! F?Prw*-n 2071

BUPATI TABALONG

ANANG SYAKHFIANI ,‘\.,

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta.

nhwh

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

o

Yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ p338 /2021
TANGGAL \ Psyyvayr 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMANTAUAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS TIM

1. | Bupati Tabalong Pembina

2. | Sekretaris Daerah Kab.Tabalong Penanggung Jawab

3. | Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Ketua
Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

4. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Wakil Ketua
Kab. Tabalong

5. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris
Kab. Tabalong

6. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Anggota
Pemerintahan Desa Kab. Tabalong

7. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Anggota
Organisasi Kemasyarakatan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong

8. | Kepala Bidangldeologi, Wawasan Kebangsaan Anggota
dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Tabalong

9. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Anggota
Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kab. Tabalong

10. | Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Anggota
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Tabalong

11. | Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Anggota
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Tabalong

12. | Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Anggota
Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Tabalong

13. | Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Anggota
Kab. Tabalong

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI }, 'S



